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MOTTO  

 

“Hai manusia, sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dan orang- orang sebelummu agar kamu 

bertakwa” 

( QS. Al-Baqoroh : 21 )  

 

“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang di beri ilmu 

pengetahuan beberapa derajat” 

( QS. Al-Mujaadilah :11 )  

 

Jika kamu bersyukur atas karunia-Ku, pasti akan Aku tambah untukmu, dan jika kamu berlaku ingkar, 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 

( Q.S. Ibraahimm : 7 ) 

 

“ Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan shalat sesungguhnya Allah bersama orang-orang 

yang sabar.” 

( Q.S. Al-Baqarah:153 )  

 

“ Pada setiap kesusahan pasti ada jalan keluar. Kehidupan harus dijalani dengan semangat, terus 

berusaha, senantiasa berdo’a, selalu bersyukur, dan yakin pasti bisa.”  

 

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan 

mempermudahkan baginya suatu jalan untuk menuju ke surga.” 

 

Rosulullah bersabda: “jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua (pahala) amalanya terputus, 

kecuali (pahala) sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang slalu memanjatkan doa 

untuknya” 

( Hadist Riwayat Muslim )  
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Alokasi Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa   
 

ABSTRAKSI   

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal 

serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah 

pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa terdiri dari 6 

provinsi, 85 Kabupaten dan 34 Kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 26 

kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 130. Data yang digunakan 

adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan 

realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa 

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut bersumber dari DJKD 

Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. Pengujian dilakukan 

dengan analisis structural equation models (SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU 

berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. 

Sementara belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.   

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pertumbuhan 

Ekonomi   

 

 

ABSTRACT   

 

This study aims to test and prove empirically the effect of revenue (PAD) and the General 

Allocation Fund (DAU) for capital expenditures and their impact on regional economic 

growth. The population of this research is the local government district and city in the 

province of Java Island as many as 6 provice with 85 districts and 34 cities, and which meet 

the criteria in the sample were 26 districts / cities, so the number of observations were 

analyzed to 130. The data used is data GDP at constant prices to see economic growth and 

the realization of PAD, DAU and capital expenditures in the districts / cities in province of 

Java Island from 2008 to 2012. The data is sourced from DJKD Ministry of Finance and the 

Central Bureau of Statistics province. Testing is done with structural equation models (SEM). 

The analysis showed that PAD is a significant positive impact on capital spending and 

economic growth, DAU is a significant positive impact on capital spending and economic 

growth. While capital expenditures are positive but no significantly impact on economic 

growth.   

 

Keywords: Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditures, Economic Growth  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan 

demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua 

aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk 

di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan 

kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga 

rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. 

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas 

desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas 

desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut 

pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan 

DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga 

sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, 

sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama 

dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009). 
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Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran 

daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik 

untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota. Penyusunan APBD 

diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang 

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan 

menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran 

belanja.  

Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui 

anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana 

pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini 

menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah  daerah 

menjadi relevan dan penting.  

Lingkup anggaran akan menjadi relevan dan penting dalam lingkungan 

pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah 

merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian 

sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor 

publik  (Key dalam Fozzard, 2001).  

Keterbatasan sumber daya pangkal masalah utama dalam pengalokasian 

anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi 

melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam 
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public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah 

struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang 

mengalami kapasitas fiscal rendah (Halim, 2001). 

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat 

kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningakatan investasi 

modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan banguan, infrastruktur, dan 

harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang 

dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat dalam 

memberikan pelayanan kepada publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam 

APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini di dasarkan 

pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. 

Pemanfaatan belanja hendaknya di alokasikan untuk hal-hal produktif, misal 

untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Stine (1994) 

menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk 

program-program layanan publik.  

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah 

dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan 
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sumber-sumber pendapatan di luar PAD, karena PAD dapat dipergunakan 

sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian 

pemerintah yang non PAD lebih bersifat terikat. Keterbatasan infrastruktur 

seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi 

menimbulkan masalah dalam alokasi PAD yang sebenarnya. 

Abdullah dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan referensi 

antara  eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam 

belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami 

kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. 

Abdullah menduga bahwa the power of legislative yang sangat besar 

menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan 

preferensi publik. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak 

masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya 

meningkatkan penerimaan daerah.  

Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa sumber pendapatan 

daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja 

daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% 

dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian 

anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis 

(Abdullah, 2004). 

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan 

pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang 

dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai 
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kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah 

sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan 

pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan 

bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar 

dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative 

mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya 

penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Otonomi daerah 

harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaran 

pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah. 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. DAU ditujukan untuk kabupaten dan kota di Indonesia, 

namun tidak semua kabupaten dan kota mendapatkan dana dari DAU seperti 

wilayah provinsi DKI Jakarta. Karena otonomi provinsi DKI Jakarta 

diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 

sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam 

APBN. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan 

memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Konsekuensi atas 

penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
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dan pemerintah darah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup 

signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan 

pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk 

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk 

keperluan lain yang mungkin tidak penting. 

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara 

pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, 

Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk 

pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum 

dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika 

daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, 

alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa 

dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya 

data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan 

sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). 

Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum 

mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. 

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan 

untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, dkk 

(2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan 

Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek 

dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
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Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan 

dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat 

dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan 

penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang 

tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak 

terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki 

keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di 

Sumatra, Bambang Kesit Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa 

Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali 

memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap 

belanja daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari 

(2007) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan 
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terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD 

berpengaruh terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Sedangkan 

DAU berpengaruh dan hubungannya negatif. Penelitian yang dilakukan 

Nugroho (2010) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD 

tidak berpengaruh terhadap prediksi belanja modal sedangkan DAU 

berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi belanja modal. Beberapa 

penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda 

dan cenderung tidak konsisten satu sama lain. Atas dasar tidak konsistennya 

hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

alokasi belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah secara lebih mendalam khususnya di pulau Jawa. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sheila 

Ardhian Nuarisa (2013) yaitu mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK 

terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah dengan mengambil periode penelitian 2011 sedangkan peneliti 

sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja modal 

serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan periode 

penelitian tahun 2008-2012 dengan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi 

Wilayah Pulau Jawa, yang relatif lebih luas daripada peneliti terdahulunya, 

dan mengurangi variabel DAK, serta menambahkan variabel pertumbuhan 

ekonomi pada variabel dependen. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Modal Serta Dampaknya 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah 

Pulau Jawa". 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dibentuk rumusan permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal? 

b. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal? 

c. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi? 

d. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 

e. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 

b. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 

c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 
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d. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

e. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk memperoleh bukti pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. 

b. Untuk memperoleh bukti pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. 

c. Untuk memperoleh bukti pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

d. Untuk memperoleh bukti pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

e. Untuk memperoleh bukti pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bagian sebagai berikut :  

BAB I: Menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah 

dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II: Membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan 

menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian 

serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menarik 

hipotesis dan menggambarkan kerangka teori.  
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BAB III: Menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan sampel data yang 

lebih terperinci.  

BAB IV: Menganalisis dan membahas hasil-hasil olahan data penelitian.  

BAB V: Ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan 

diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang 

berlandaskan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terlepas dari tuntutan 

reformasi yang bergulir mulai beberapa tahun sebelumnya.  Salah satu isu 

utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya perubahan sistem 

pemerintahan daerah dari sentralistik menuju ke desentralistik. Sebagaimana 

diketahui bersama bahwa sistem pemerintahan Indonesia di era orde baru 

lebih bernuansa sentralistik, walaupun secara formal dinyatakan dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi. 

a. Konsep Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa 

konsep, yaitu (Campo dan Sundaram; Sidik; Martinez Vazquez dan 

McNab, dalam Nugroho, 2010) :  

1) Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian 

suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan 

kewenangan yurisdiksi yang jelas diantara daerah-daerah tersebut; 
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2) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan 

tanggungjawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda 

dalam suatu pemerintahan;  

3) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan 

dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari 

pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih 

rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses 

pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan 

desentralisasi administratif erat kaitannya dengan desentralisasi politik, 

bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih 

difokuskan pada operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ 

keputusan publik agar berhasil secara optimal. 

4) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung 

jawab pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain 

adalah self-financing beberapa penyelenggaraan pembangunan di 

daerah, cofinancing atau coproduction dengan pihak-pihak swasta, 

intesifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, 

pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar  tingkatan 

pemerintahan.  

Behrman, et al, dalam Nugroho (2010) dan Sidik (2002), 

menyatakan bahwa dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara 

dunia terutama negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa 



14 
 

faktor misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya 

dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, 

tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda 

adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh 

pemerintah sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang 

efektif.  

Kegagalan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang kemudian 

memunculkan pemikiran perlunya pengaturan desentralisasi termasuk 

desentralisasi fiskal adalah berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang 

berasal dari pusat kepada daerah berupa subsidi dan bantuan 

(Inpres).  Permasalahan yang muncul dari pengelolaan yang terpusat 

meliputi: (1) aspek perencanaan, dominannya peranan pusat dalam 

menetapkan prioritas pembangunan (top down) di daerah dan kurang 

melibatkan stakeholder, (2)  aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada 

berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari 

pusat, dan (3) aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan 

fungsional, seperti BPKP, Irjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat 

Daerah yang dapat saling tumpang tindih (Boediono, 2002; Sidik, 2002; 

dan, Widjaja, 2002).   

Menurut Bahl dan McMullen (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 

Yahya, 2009) dan Widjaja (2002) yang terpenting dari desentralisasi 

adalah makin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan rakyat.  Jika 

keinginan rakyat  sangat beragam dan Pemerintah Daerah memiliki 
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tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak 

memiliki dampak eksternal yang besar, maka manfaat yang dapat 

diperoleh berupa pelayanan publik yang lebih baik, pejabat pemerintah 

yang bertanggungjawab dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

akan meningkat. 

Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai 

desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian 

kewenangan Pemerintah  kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan 

fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi,  bertujuan untuk 

mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan 

stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsi 

tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun 

untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, 

sebagian besar wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat tersebut 

didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian 

wewenang dan tanggungjawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, 

contohnya seperti kebijakan yang mengatur variabel ekonomi makro. 

Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum 

karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu 

mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang 

heterogen.  Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi ini juga 

diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan 
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bertanggung jawab (good government), meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pemerintahan (Bird; Bahl dan McMullen, dalam Noni Puspita Sari dan 

Idhar Yahya (2009)).  Dengan demikian desentralisasi merupakan alat 

untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan 

keputusan yang lebih demokratis. 

Komponen kunci dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah 

desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang 

pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian 

desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk 

menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah 

sesuai dengan potensinya masing-masing (Bird dan Vaillancourt, dalam 

Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009). 

Khusus berkaitan dengan desentralisasi fiskal, banyak pakar 

menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk perbaikan efisiensi 

ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan 

mobilisasi dana (Bird & Vaillancourt, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 

Yahya, 2009). Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, 

menurut Kadjatmiko (2002), dilakukan dengan tujuan yaitu: (1) Menjaga 

kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan 

ekonomi makro; (2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu memperkecil 

ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan 
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daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah; (3) 

Mengoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam 

kemampuan keuangannya; (4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan 

efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah; (5) 

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (6) 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di 

sektor publik.  

Sedangkan desentralisasi administratif adalah pelimpahan 

wewenang, tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk 

menyediakan pelayanan publik, meliputi perencanaan, pendanaan dan 

pelimpahan manajemen.  Desentralisasi administratif meliputi: (1) 

Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang 

dari  pemerintah pusat ke pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan 

pemerintah pusat di daerah, oleh Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan 

Idhar Yahya, 2009) juga disebut sebagai Branch Office Model; (2) 

Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas 

pemerintahan, dalam istilah Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 

Yahya, 2009) juga disebut sebagai Discretionary Authority Model; dan (3) 

Delegasi (delegation or institutional pluralism) yaitu pelimpahan 

wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar 

struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh 

pemerintah pusat, oleh Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 
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Yahya, 2009) dikenal sebagai Independent Subsidiary Model.  Menurut 

Pramusinto (2001), penerapan prinsip-prinsip desentralisasi di atas akan 

melahirkan fungsi dan peran pemerintah daerah yang berbeda.  Dalam hal 

ini ada dua pandangan untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh 

pemerintah daerah, yaitu: autonomous model dan integrated 

model.  Autonomous model menggambarkan bahwa pemerintah daerah 

secara relatif terpisah dari pemerintah pusat, sedangkan integrated model 

memandang hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

sebagai bagian yang saling terintegrasi.  Pola hubungan yang terjadi antara 

berbagai tingkatan pemerintahan bersifat pragmatis dan fleksibel 

tergantung kepada kebutuhan persoalan-persoalan yang dihadapi. 

Meskipun dari sudut pandang manajemen, efektivitas dan efisiensi, 

desentralisasi dinilai akan menciptakan sistem pemerintahan, dan 

berpeluang meningkatkan pemerataan pembangunan dibandingkan dengan 

sistem pemerintahan yang sentralistik, namun tidak ada yang menjamin 

bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang disebabkan: (1) 

pengendalian makro ekonomi, seperti instrumen-instrumen fiskal utama: 

pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang seharusnya 

dikendalikan oleh pusat, (2) terkait dengan arah investasi dalam prasarana 

sosial.  Jika kewenangan fiskal sepenuhnya diserahkan kepada daerah, 

investasi akan cenderung diprioritaskan pada proyek-proyek yang 

memiliki manfaat dalam skala lokal saja, sehingga investasi yang sifatnya 

lebih luas (listas daerah) masih memerlukan dana tambahan dari 
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pemerintah pusat (Bahl dan McMullen, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 

Yahya, 2009).   

Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam 

pemungutan pajak dan retribusi dapat berakibat pada penurunan investasi 

dan usaha secara makro maupun regional karena ini berpotensi melahirkan 

ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain desentralisasi juga memunculkan 

potensi terjadi konflik kepentingan antara daerah dan 

nasional.  Penyerahan pengelolaan terhadap daerah dapat menyebabkan 

beberapa tujuan pembangunan ekonomi secara nasional tidak tercapai.     

Sejalan dengan hal ini, menurut Nurkholis (2001), terdapat isu utama 

yang mengemuka dan harus segera direspon oleh pemerintah daerah, yaitu: 

1) paradigma baru yang menempatkan rakyat sebagai mitra yang 

berkedudukan sejajar dalam perencanaan pembangunan daerah.  Hal ini 

menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan strategi pembangunan 

daerahnya dengan lebih baik dan terarah, serta mengimplementasikannya 

secara transparan dan accountable; 2) perlu disadari bahwa otonomi 

daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi 

setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai 

jaminan terselenggaranya keteraturan sosial.  Otonomi harus memberikan 

peluang yang sehat bagi persaingan antar daerah, yang tentu saja harus 

dibarengi dengan persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang belum 

mampu mensejajarkan diri dalam suatu level of playing field. 
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b. Landasan Hukum Desentralisasi Fiskal 

Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan 

implementasi dari amanat konstitusi yang mendasarinya.  Kebijakan 

desentralisasi memiliki landasan hukum yang kuat dan dimuat dalam Pasal 

18 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.  Dalam pasal ini dan 

penjelasannya disebutkan bahwa Negara Indonesia terbagi dalam daerah 

yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.  Implementasi dari 

amanat UUD tersebut direalisasikan dalam bentuk undang-undang, yaitu 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa. 

Jika dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 diatur bahwa yang 

disebut pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD sehingga 

kedudukan DPRD sebagai lembaga eksekutif, maka di dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999, secara tegas menetapkan bahwa di daerah 

dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar 

dan menjadi mitra pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah yang 

terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Sedangkan pada 

Undang-Undang pemerintahan daerah yang terbaru yakni UU No.32 

Tahun 2004, menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah 

adalah Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat 

daerah (bukan lembaga legislatif daerah).   
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Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan dari berbagai 

pengalaman pelaksanaan pembangunan selama hampir 30 tahun, dirasakan 

implementasi UU No. 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan wilayah, dengan 

puncaknya ketika terjadi krisis ekonomi yang diiringi dengan adanya 

tuntutan reformasi di segala bidang termasuk di dalamnya tuntutan 

desentralisasi/otonomi.  Dalam rangka merespon aspirasi tersebut, 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, 

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang 

lain yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan 

keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 

pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdayagunaan 

sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan 

standarisasi nasional.  Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa 

kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka 

desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai 
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dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan pada pasal 11 

ayat 2, disebutkan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh 

daerah kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, 

dan tenaga kerja. 

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka 

desentralisasi fiskal berarti bahwa kepada daerah diberikan wewenang 

untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.  Dengan demikian 

proporsi antara pemberian wewenang terhadap tugas, tanggungjawab dan 

pemberian wewenang dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung 

wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebut hendaknya berimbang. 

Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan 

pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya 

yang berimplementasi di lapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dan Peraturan Pemerintah 

No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah.  Banyak lagi aturan hukum dan 

perundangan yang mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bersifat 

sektoral, seperti perpajakan, pendidikan, bagi hasil SDA dan lain 

sebagainya. 
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Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi 

menjadi Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-

Undang tersebut penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan 

terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan 

diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada 

daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana 

besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber 

keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan 

kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (penjelasan atas 

UU.No.32 Tahun 2004).  

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber 

keuangan antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari 

Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; 

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah 

dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional 

yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk 

mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan 

lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan 

tersebut, pada prinsipnya Pemerintah menganut prinsip : uang mengikuti 

fungsi. 
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2.2. Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia 

a. Sejarah Desentralisasi  Fiskal di Indonesia 

Perdebatan mengenai kebijakan desentralisasi  serta 

kerangka  peraturan yang dihasilkan seputar hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah di Indonesia bukanlah fenomena baru.  Sesungguhnya, 

tahun 2005 ini merupakan peringatan ke 102 tahun dari upaya 

desentralisasi yang pertama di Indonesia, yaitu ketika Pemerintah Kolonial 

Belanda memberlakukan Desentralisatiewet 1903. Berikut rangkuman 

sejarah desentralisasi fiskal yang dikutif dari Buku Kompilasi Undang-

undang Otonomi Daerah dan sekilas proses kelahiranya oleh Tim Peneliti 

ILD (2004) dan buku berjudul Otonomi dan Pembangunan Daerah yang di 

tulis Mudrajad Kuncoro (2004)  bahwa prinsip sistem otonomi saat itu 

Daerah (Gewest) memiliki kewenangan pengaturan dan pemerintahan 

sendiri (verijheid van regeling) dengan mengacu pada peraturan Gubernur 

Jenderal,  Kebijakan ini dimaksud sebagai cara untuk membuat Pemerintah 

Kolonial menjadi lebih efisien dalam mengatur penduduk serta mengeruk 

sumber daya alam.  Prakarsa ini diambil sebagai respon terhadap berbagai 

tantangan berat yang dihadapi oleh penguasa kolonial saat itu. Namun 

demikian sistem kolonial tersebut terus mempertahankan kendali pusat 

yang kuat dengan sistem hiraki pemerintahan yang bersifat 

kaku.   Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ketika 

diberlakukan Decentralistie Wet 1903 tercermin pada Sumber-sumber 

Penerimaan Daerah ; 1) Tidak diatur secara formal.  2) Tidak 
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diperkenankan meminjam uang atas nama Gewest atau bagian Gewest 

kecuali berdasarkan keputusan yang disahkan dalam suatu 

ordonansi.   Pengelolaan dan pertanggung jawaban Gewest diatur dengan 

peraturan umum dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang 

tidak diatur dengan cara lain. Pengaturan keuangan sebanyak mungkin 

diserahkan kepada masing-masing raad (Dewan) dari Gewest. 

Ketika Jepang menduduki Nusantara sejak 1942 sampai 1945, 

situasi perang menuntut sentralisasi kekuasaan. Kemudian setelah 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik 

Indonesia yang baru berdiri memahami benar betapa pentingnya hubungan 

antara Pusat dan Daerah.  Pemerintah saat itu segera mengeluarkan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang kewenangan Pusat dan Daerah 

yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah. Lebih lanjut Tim 

Peneliti ILD (2004) menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut 

mengandung prinsip kemerdekaan pengaturan rumah tangga Daerah, asal 

tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

lebih luas.  Hubungan keuangan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 

1945 dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan; 1) Biaya untuk 

keperluan KND disediakan oleh Pemerintah Daerah, apabila kekurangan 

ditanggung oleh Pemerintah Pusat.  2) Daerah harus mempunyai harta 

benda.  Hak pengelolaan tidak diatur secara formal. 

Pada periode Perjuangan Kemerdekaan diterbitkan Undang-undang 

No. 22 Tahun 1948 yang mengandung hakekat otonomi luas.  Terdapat 
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dua prinsip yang dikandung dalam Undang-undang tersebut yaitu a) Hak 

pengaturan dan pengurusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak otonomi 

dan hak medebewind.  b) Titik berat otonomi  ada pada Desa dan Kota 

Kecil.  Sumber-sumber penerimaan disebutkan terdiri dari 1) Pajak dan 

Retribusi Daerah. 2) Hasil Perusahaan Daerah.  3) Pajak Negara yang 

diserahkan kepada Daerah dan 4) Lain-lain(Pinjaman dan Subsidi dari 

Pemerintah Pusat).  Hak pengelolaan disebutkan 1) DPRD menetapkan 

peraturan cara mengurus keuangan daerah. 2) DPRD berwenang 

menetapkan APBD yang terlebih dahulu disahkan oleh Presiden untuk 

APBD Provinsi dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas 

untuk APBD daerah-daerah lain. 

Periode Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959 diterbitkan dua 

Undang-undang yakni Undang-undang No. 32 Tahun 1956 dan Undang-

undang No. 1 Tahun 1957 juga pada hakekatnya  otonomi luas, 

mengandung prinsip otonomi formil : wewenang Daerah mengurus rumah 

tangganya tidak dibatasi/diperinci, sejauh tidak bertentangan dengan 

urusan yang diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

lebih tinggi tingkatannya.   Sumber-sumber Penerimaan terdiri dari 1) 

Pajak dan Retribusi Daerah. 2)  Pajak Negara yang diserahkan kepada 

Daerah  3) Bagi hasil sebagian atau seluruhnya pajak negara dan 4) 

ganjaran, subsidi dan sumbangan.  Hak pengelolaan dalam Undang-

undang ini menyebutkan DPRD memegang semua kekuasaan pengelolaan 

umum keuangan Daerah lewat suatu Perda, seperti : 1) penyusunan 
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anggaran. 2) rencana anggaran.  3) menyelenggarakan keuangan daerah. 4) 

memeriksa perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan 

Daerah.   Rencana anggaran keuangan yang dibuat DPRD baru berlaku 

setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan 

oleh DPRD setingkat lebih atas bagi daerah lainnya. 

Ketika konfigurasi politik otoritarian pada periode Demokrasi 

Terpimpin di tetapkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dan No. 5 

Tahun 1960, prinsip yang dikandung Undang-undang ini adalah 

melanjutkan politik desentralisasi (teritorial) dan dekonsentrasi dimana 

Daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 

dengan memperhatikan kemampuan masing-masing Daerah.  

Selanjutnya periode yang lebih dikenal dengan rezim Orde Lama 

ini menerapkan otonomi yang pada hakekatnya otonomi terbatas. 

Hubungan keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah tidak diatur secara 

formal dalam Undang-undang diatas. 

Menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Lama, Pemerintah 

menerbitkan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yang mengadung 

prinsip; a) Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya,  serta 

menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.  b) 

Otonomi selain sebagai hak/kewenangan dan sekaligus 

kewajiban.  Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri dari; 1) hasil 

perusahaan daerah, 2) pajak dan retribusi daerah. 3) pajak negara yang 

diserahkan kepada daerah. 4) bagi hasil pajak Pemerintah Pusat 5) 
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pinjaman 6) lain-lain hasil utama.    Mengenai hak pengelolaan keuangan 

daerah semua merupakan kekuasaan Pemerintah Daerah.  Sedangkan 

untuk pengesahan di jelaskan bahwa APBD harus mendapat pengesahan 

oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah 

setingkat lebih atas bagi daerah lainnya.  Pengesahan/penolakan tersebut 

dilakukan terhadap keseluruhan anggaran dan harus memuat alasan-

alasannya. 

Dibawah rezim Orde Baru dengan konfigurasi politik  juga sama 

dengan orde lama yaitu otoritarian (Kuncoro, 2004) telah diterbitkan 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 

yang menurut Tim Peneliti ILD (2004) mengandung prinsip; a) Otonomi 

nyata dan bertanggung jawab,  b) Otonomi adalah hak, wewenang dan 

sekaligus kewajiban.   Sentralisasi telah meresap disemua aspek 

kehidupan, politik dan pemerintahan, demokrasi, perimbangan keuangan 

dan administrasi publik.  Rezim Orde Baru menerapkan struktur hirarki 

kekuasaan yang bersifat kaku dimana Pemerintah Pusat memiliki kendali 

yang kuat disemua jenjang politik, pemerintahan dan hirarki sosial 

kemasyarakatan.  Melalui jalur Birokrasi dan Militer,  melakukan upaya 

mengendalikan hal tersebut. Pemerintah Pusat memonopoli pengelolaan 

kegiatan ekonomi dan penggalian sumber daya alam yang terdapat di 

Daerah.  Struktur kekuasaan yang bersifat otoriter telah menimbulkan 

ketidakpuasan sosial yang mendalam dan meluas khususnya di kalangan 

masyarakat Daerah.   Sumber-sumber penerimaan terdiri dari 1) 
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Pendapatan Asli Daerah yang dirinci (a) hasil pajak daerah (b) hasil 

retribusi daerah (c) hasil perusahaan daerah (d) lain-lain hasil yang sah.  2) 

Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari (a) 

sumbangan dari Pemerintah, (b)  sumbangan sumbangan lain, yang diatur 

dengan peraturan perundang-undangan (c) lain-lain pendapatan yang 

sah.  Mengenai pengelolaan adalah Kepala Daerah menyelenggarakan 

pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

Selanjutnya pada zaman reformasi yang ditandai dengan 

mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai anti 

klimak dari tuntutan rakyat yang di jalankan oleh para Mahasiswa, 

kerangka baru didalam hubungan antara pusat dan daerah.  Ketetapan 

MPR No. XV Tahun 1998 dan Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 

1999 merupakan pilar penyangga bagi kerangka hubungan baru 

ini.  Dalam kedua Undang-undang yang menjadi time set penelitian ini, 

mengandung tiga prinsip yaitu : a) Otonomi luas, nyata dan bertanggung 

jawab.  b) Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokratis, 

partisifatif, adil dan merata dengan memperhatikan potensi dan keragaman 

daerah.  c) Otonomi provinsi bersifat terbatas, sekaligus menjalankan 

fungsi dekonsentrasi.  Sumber-sumber penerimaan terdiri dari PAD (hasil 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah) ; dana perimbangan ; pinjaman Daerah dan lain-lain 

pendapatan yang sah.  Hak Pengelolaan dan pertanggung jawaban 
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keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas berbantuan 

dan desentralisasi dilakukan secara terpisah.  Kepala Daerah adalah 

pengelolaan keuangan daerah (dana desentralisasi) dan dipertanggung 

jawabkankan kepada DPRD.  Sedangkan pengesahan APBD dalam bentuk 

Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan 

DPRD. 

Setelah berjalan efektif selama tiga tahun kedua Undang-undang 

diatas, kemudian dirasakan berbagai kelemahan dan keperluan akan 

melakukan revisi. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada 

tahun 2004 dengan persetujuan DPR-RI diterbitkan Undang-undang No. 

33 dan No. 34 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang 

sebelumnya, mengandung prinsip ; a) Otonomi seluas-luasnya, nyata dan 

bertanggung jawab.  b) Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi 

kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar 

daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan Pemerintah.   Dalam 

Undang-undang yang terahir ini dijelaskan bahwa sumber penerimaan 

daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.   Pendapatan 

daerah bersumber dari ; a) Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan , 

dan lain-lain pendapatan. b) Pembiayaan bersumber dari sisa lebih 

perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan 

daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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b. Implementasi  Undang-undang  No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan 

Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 efektif dimulai pada tahun 

anggaran 2001 (Januari 2001).  Dari sisi keuangan negara pelaksanaan 

desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi pada perubahan 

pengelolaan fiskal yang mendasar.  Total dana yang di transfer ke daerah 

dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun anggaran 

2001 mencapai Rp 81,67 trilyun.  Angka ini mencapai 5,7 persen dari PDB 

yang berarti terjadi peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2000 

yaitu Rp 33,5 trilyun atau sekitar 3,7 persen dari PDB.   Peningkatan yang 

signifikan pada transfer dana ke daerah menyebabkan peranan pemerintah 

pusat dalam pengelolaan berkurang secara signifikan dan sebaliknya 

peranan daerah meningkat (Boediono, 2002).  Sementara pada tahun 2002, 

jumlah dana yang didaerahkan meningkat menjadi Rp 94,5 trilyun atau 

sebesar 5,6 persen dari PDB (Sidik, 2002).   

Kecenderungan peningkatan transfer dana ke daerah pada tahun 

2003 dan 2004 terus terjadi, baik secara absolut maupun proporsi terhadap 

produk domestik bruto (PDB).  Pada tahun 2003 jumlah dana perimbangan 

mencapai Rp 116,9 trilyun (6 % PDB).  Pada RAPBN Tahun 2004 jumlah 

ini direncanakan mengalami penurunan menjadi Rp 114,9 trilyun (5,7 % 

PDB).  Secara rata-rata jumlah alokasi dana perimbangan secara absolut 

mengalami pertumbuhan rata-rata 25 persen pada periode anggaran 
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1999/2000 sampai 2004, sementara rasio terhadap PDB mengalami 

pertumbuhan sebesar 13,6 persen per tahun anggaran. 

Kecenderungan peningkatan dana perimbangan yang terjadi 

menunjukkan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam 

menetapkan kebijakan pembangunan di wilayahnya.  Seperti disampaikan 

di depan bahwa hal ini disamping berpotensi dalam peningkatan efisiensi 

alokasi sumberdaya, peningkatan produktivitas dan pemerataan 

pembangunan, juga berpotensi terjadi distorsi yang besar terutama 

menyangkut target-target dan prioritas nasional.  Selain itu bentuk-bentuk 

investasi jangka panjang, pengembangan riset dan teknologi, 

pengembangan SDM dan pelayanan sosial juga dapat mengalami 

penurunan. 

Belanja pemerintah daerah secara garis besar dapat dikelompokan 

menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan.  Melalui belanja 

pembangunan inilah sebenarnya yang diharapkan menjadi stimulan 

pertumbuhan ekonomi.  Dengan demikian penentuan alokasi anggaran 

pembangunan antar sektor sangat menentukan kinerja sektor 

tersebut.  Perubahan alokasi anggaran pembangunan antar sektor akan 

menyebabkan terjadinya perubahan alokasi sumberdaya, penyerapan 

tenaga kerja sektoral dan kontribusi sektoral terhadap produk domestik 

regional. 

Sarundajang (2001) menyatakan bahwa salah satu hal yang belum 

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah tentang tipologi 
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daerah, dimana masing-masing daerah memiliki keragaman potensi 

sumberdaya alam maupun kekhususan-kekhususan lainnya yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah.  Pemberian otonomi luas secara merata pada 

masing-masing daerah akan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya 

kesenjangan yang tajam antara daerah yang kaya dengan yang miskin 

sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan. 

Munculnya otonomi daerah dapat menimbulkan permasalahan 

seperti penyimpangan DAU Tahun 2001 sebesar 40 % yang erat kaitannya 

dengan kemampuan manajemen keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, 

khususnya kesulitan dalam pengaturan DAU.  Terlepas dari adanya dugaan 

penyimpangan DAU, daerah-daerah memiliki penafsiran sendiri mengenai 

otonomi daerah.  Daerah memiliki perbedaan dalam mengartikan dan 

menafsirkan soal DAU.  Ada daerah yang beranggapan bahwa DAU 

merupakan hibah yang diberikan pusat ke daerah tanpa ada 

pengembalian.  Daerah lain mengartikan bahwa DAU tidak perlu 

dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari 

penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke 

daerah.  Sementara daerah lainnya beranggapan bahwa DAU harus 

dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, 

karena DAU berasal dari APBN. 

Menurut Kustituanto dan Yansekardias (2001), terdapat perbedaan 

pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap tujuan alokasi 

DAU.  Pemerintah pusat lebih menekankan pada aspek pemerataan antar 
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daerah, sedangkan persepsi daerah untuk kasus di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan 

minimum, pendelegasian wewenang, dan pemerataan fiskal antar daerah. 

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, 

Mahi (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) juga menekankan 

pentingnya penyempurnaan dan pemberdayaan sistem alokasi Dana 

Alokasi Khusus (DAK) yang dapat diberikan sebagai penunjang atas 

sistem kerja sama antar daerah yang berlaku.  Misalnya, dalam proses 

kerja sama daerah membutuhkan tambahan dana, maka DAK 

dipergunakan untuk mendukung proses kerja sama tersebut.  Selain itu, 

disempurnakan pula DAK dengan mempertimbangkan usulan kegiatan 

pembangunan prasarana daerah dengan perbaikan menggunakan metode 

variable matching rate. 

 

c. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 

Sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi daerah menurut UU No. 25 Tahun 1999 pasal 3 meliputi: 

(1)  Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2)  Dana Perimbangan, (3)  Pinjaman 

Daerah, dan (4) Lain-lain penerimaan yang syah.  Adapun menurut UU 

No.33 Tahun 2004 agak berbeda,  dimana sumber penerimaan ini dipilah 

menjadi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri 

dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan 

pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, 
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penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari 

desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan 

bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan 

potensinya.  Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah lainnya yang 

syah.  Kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi diatur 

dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi 

daerah  (Sidik, 2002).  Berdasarkan Undang-Undang tersebut daerah 

diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis 

retribusi dengan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut 

secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis 

pungutan yang baik. Selain itu pemerintah kabupaten dan kota juga 

diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya 

sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Dengan adanya kewenangan tersebut, pada pelaksanaannya 

banyak terjadi penetapan pungutan pajak dan retribusi yang dikemudian 

hari justru menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan banyak jenis-

jenis pungutan yang dulu telah dihapus / dilarang, dihidupkan kembali 
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dengan dalih untuk mendongkrak perolehan PAD.  Pemerintah 

sebenarnya telah mengeluarkan kriteria pajak dan retribusi yang dapat 

dipungut oleh daerah, sehingga apabila ada pungutan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan tersebut dapat ditarik atau dibatalkan.   

2) Dana Perimbangan 

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) 

antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak 

dan bukan pajak antara pusat dan daerah.  Pola bagi hasil penerimaan 

ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah 

penghasil (by origin) (Sidik, 2002).  Dana perimbangan antara pusat 

dan daerah menurut UU No.25 Tahun 1999 meliputi: (1) bagian daerah 

dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan, dan penerimaan sumberdaya alam, (2) dana 

alokasi umum, dan (3) dana alokasi khusus. Sedangkan menurut UU 

No.33 Tahun 2004, dana perimbangan ini lebih besar proporsinya untuk 

daerah yang terdiri dari: dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana 

alokasi khusus. Namun konteks penelitian ini masih mengacu pada 

pelaksanaan UU No.25 Tahun 1999.  

Perimbangan pendapatan negara dari PBB dibagi dengan 

imbangan 10 persen untuk pemerintah pusat dan 90 persen untuk 

daerah.  Penerimaan negara dari bea atas tanah dan bangunan dibagi 

dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen 

untuk pemerintah daerah.  Penerimaan negara dari sumberdaya alam 
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sektor kehutanan, pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi 

dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen 

untuk daerah.  Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi 

yang berasal dari wilayah daerah, setelah dikurangi pajak dibagi 80 

persen untuk pemerintah pusat dan 20 persen untuk daerah, sementara 

untuk pertambangan gas alam 70 persen untuk pemerintah pusat dan 30 

persen untuk daerah (UU No. 25 Tahun 1999). 

Jika dilihat dari mekanisme bagi hasil sebagaimana di atur 

dalam UU No. 25 Tahun 1999, terdapat potensi yang mempertajam 

terjadinya ketimpangan antar daerah.  Pada daerah-daerah yang kaya 

dengan sumberdaya alam (minyak dan gas bumi) dan juga potensi 

perolehan pajak yang tinggi akan memperoleh pendapatan yang besar 

sementara untuk daerah yang miskin akan menyebabkan kemampuan 

keuangan daerah menjadi sangat terbatas. 

Untuk mengatasi ketimpangan horisontal antar daerah, ditempuh 

melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri 

yang ditetapkan dalam APBN.   Penentuan kebutuhan DAU suatu 

daerah ditentukan menggunakan konsep fiscal gap, dimana kebutuhan 

DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) 

dengan potensi daerah (fiscal capacity).  Dengan demikian DAU 

digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah 

melebihi potensi penerimaan.  Berdasarkan konsep fiscal gap, daerah 
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yang memiliki kemampuan relatif besar akan memperoleh DAU lebih 

kecil dari daerah yang kurang.  Dengan konsep ini sebenarnya suatu 

daerah yang kaya berpeluang untuk memperoleh DAU 

negatif.  Kebutuhan daerah dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, 

luas wilayah, keadaan geografi, kepadatan penduduk dan jumlah 

masyarakat miskin.  Sementara potensi ekonomi daerah diindikasikan 

dengan variabel potensi industri, SDA, SDM, dan PDRB (Sidik, 2002). 

Pada prinsipnya, seperti disebut Saragih (2003), ada lima hal 

mendasar yang harus dilakukan daerah dalam mengelola bantuan 

pusat.  Pertama, acceptable, artinya dana tersebut harus mudah diterima 

dan didayagunakan oleh masyarakat.  Kedua, accountable, yaitu 

penggunaan dana pusat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik secara transparan.  Ketiga, profitable, memberikan manfaat dan 

nilai tambah tertentu bagi kegiatan perekonomian 

masyarakat.  Keempat, sustainable, hasilnya dapat lestari dan 

berkelanjutan.  Kelima, replicable, yakni pengelolaan dana dan 

kelangsungan hasilnya harus dapat dikembangkan oleh semua anggota 

masyarakat yang ada.  Sebagai salah satu derivatif pembiayaan 

desentralisasi fiskal, DAU berperan besar menentukan berhasil tidaknya 

otonomi daerah. 

Lebih lanjut Sidik (2002), menyatakan untuk menghindari 

kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban 

pengeluaran, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula 
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fiscal gap juga dengan formula faktor penyeimbang, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001.  Menurut 

Prasojo (2001), perlu diperkenalkan perimbangan keuangan horizontal, 

dengan tujuan utamanya adalah kesamaan kemampuan keuangan antar 

daerah (fiscal equity).  Sejatinya dibutuhkan penetapan secara rinci dan 

tepat kemampuan keuangan (fiscal capacity) dan kebutuhan keuangan 

(fiscal need), sehingga dapat ditentukan daerah mana yang terletak 

dibawah rata-rata dan diatas rata-rata dengan membandingkan fiscal 

capacity dan fiscal need.  Hal ini diperlukan agar kekuatan keuangan 

daerah propinsi miskin dapat diangkat sampai 95 persen rata-rata 

kekuatan keuangan seluruh daerah propinsi di Indonesia.  

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus, 

yang meliputi: kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan 

menggunakan rumus DAU seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, 

investasi baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil dan lain 

sebagainya, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas 

nasional, termasuk di dalamnya adalah kegiatan penghijauan dan 

reboisasi. 

Selain DAU dan DAK, bentuk lain hubungan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah adalah dekonsentrasi dan tugas 

perbantuan.  Jika dana perimbangan bisa diartikan sebagai block grand 
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atau transfer dari pemerintah pusat ke daerah, pengelolaan dana 

dekonsentrasi dan tugas perbantuan masih diatur oleh pemerintah 

pusat.  Bentuk hubungan ini dapat dikatakan seperti join venture antara 

pemerintah pusat dan daerah.  Dekonsentrasi merupakan pelimpahan 

wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di provinsi sebagai tuntutan otonomi daerah.  Karena 

tugas tersebut sebenarnya adalah tugas pemerintah pusat, maka 

pelimpahan wewenang disertai dengan pembiayaan yang berasal dari 

APBN.  Sementara hubungan tugas perbantuan sebenarnya mirip 

dengan dekonsentrasi hanya sasarannya adalah pemerintah daerah dan 

desa serta sifatnya bukan pelimpahan wewenang tetapi penugasan 

(Sidik, 2002).  

4) Pinjaman Daerah 

Sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal, daerah dapat 

meminjam baik dari pusat atau lembaga keuangan dalam negeri 

maupun luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat.  Pinjaman 

jangka panjang digunakan untuk pembiayaan pembangunan prasarana 

yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan 

untuk pembayaran pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan 

umum.  Pinjaman jangka pendek hanya dilakukan dalam rangka 

pengelolaan kas daerah (Sidik, 2002). 

Menurut Sabirin (2003) salah satu faktor yang menghambat 

ekspansi kredit perbankan ke sektor produktif selama tahun 2002 adalah 
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adanya berbagai Perda dan pajak atau retribusi daerah yang saling 

tumpang tindih.  Jadi, daerah mengalami kesulitan menciptakan iklim 

yang kondusif, sehingga beberapa kebijakan pemerintah daerah justru 

menghambat aliran dana guna membiayai pembangunan. Selain itu 

pemerintah juga perlu mengatur mekanisme pinjaman daerah ini secara 

jelas, misalnya mekanisme mengenai repayment/disbursement terhadap 

pokok pinjaman, bunga dan resiko terhadap perubahan nilai kurs (Sidik, 

2002).  

 

d. Ukuran Keberhasilan Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal  di tingkat Kabupaten/Kota pada umumnya 

diukur dari besarnya persentase sumbangan Pendapatan asli Daerah (PAD) 

terhadap total Pendapatan daerah (APBD) (Kuncoro, 2004).   Semakin 

rendah PAD berarti semakin menunjukkan besarnya ketergantungan 

keuangan daerah terhadap pusat. Dengan kata lain, derajat kemandirian 

daerah masih rendah. Selain PAD, derajat desentralisasi fiskal juga biasa 

diukur dari persentase dana perimbangan, khususnya persentasi 

sumbangan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total penerimaan daerah 

dan persentase sumbangan bagi hasil terhadap total penerimaan daerah 

(Dwiyanto, 2003). DAU yang diterima daerah merupakan block grant 

yang diberikan kepada semua daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk 

mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Meskipun 

DAU merupakan transfer pusat terhadap daerah bukan berarti kemandirian 
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daerah dalam menggunakan dana tersebut terbatas. Hal ini sesuai dengan 

prinsip untuk mengatasi horizontal imbalance  dimana penggunaan DAU 

ditetapkan sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan (Kuncoro, 2004). 

Dengan demikian daerah memiliki keleluasaan/kemandirian untuk 

mengalokasikan dan mendistribusikan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana perimbangan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah. 

Demikian juga halnya dengan penerimaan yang berasal dari dana bagi 

hasil. Besarnya alokasi DAU dan Dana bagi hasil dapat menjadi indikator 

derajat desentralisasi fiskal karena sesungguhnya dana perimbangan 

adalah dana daerah yang kewenangan pengalokasiannya berada di tangan 

pusat (Dwiyanto, 2003).          

Namun persoalan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan 

otonomi daerah adalah terjadinya distorsi/kesenjangan pemahaman 

mengenai otonomi daerah itu sendiri, baik di kalangan pejabat pemerintah 

maupun stakeholders. Dengan berpatokan pada ukuran-ukuran finansial 

tersebut, pemerintah daerah seringkali terjebak pada upaya menaikkan 

PAD melalui kenaikan tarip pajak dan retribusi daerah. Namun disisi lain, 

rendahnya PAD dan dana bagi hasil, serta besarnya DAU dan pinjaman 

daerah merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menilai seberapa 

tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Dengan semakin 

tinggi ketergantungan daerah berarti daerah kurang memiliki keleluasaan 

untuk merumuskan dan mengalokasikan sumber daya dan dana sesuai 

dengan aspirasi daerah. Terbatasnya kewenangan dan keleluasaan 



43 
 

pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan 

sumberdaya tersebut jelas mencerminkan belum terlaksananya 

desentralisasi fiskal di daerah. 

Bird dan Vaillancourt (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 

2009) memaparkan tentang bagaimana seharusnya kita mengukur 

keberhasilan desentralisasi fiskal. Seberapa jauh desentralisasi ini dapat 

dinilai antara lain dengan melihat apakah yang sudah dilakukan lebih 

bersifat dekonsentrasi, delegasi atau devolusi. Selain itu juga perlu melihat 

apakah sudut pandang yang digunakan untuk mengamati desentralisasi itu 

dari atas (top down) atau dari bawah (bottom up). Pendekatan 

desentralisasi fiskal dari bawah ke atas, pada umumnya menekankan nilai 

politis misalnya perbaikan pemerintahan dalam kaitannya dengan kemauan 

menerima saran dan partisipasi politik lokal, dan efisiensi alokasi dalam 

arti perbaikan kesejahteraan.  Pendekatan dari bawah ke atas (bottom up ) 

ini sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana 

dikemukakan oleh Sidik (2002) adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan 

alokasi efisiensi pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan 

pemerintah daerah, (2) dapat memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki 

struktur fiskal dan memobilisasi pendapatan secara regional; (3) 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) memperbaiki 

keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan 
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masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; (5) menciptakan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat.  

Sedangkan pendekatan dari atas ke bawah (top down) dasar 

pemikirannya adalah meringankan beban pemerintah pusat dengan 

mengalihkan defisit ke bawah (Bird dan Vaillancourt, dalam Noni Puspita 

Sari dan Idhar Yahya, 2009).   Apapun dasar pemikirannya, pendekatan 

top down ini menekankan bahwa kriteria utama untuk mengevaluasi 

desentralisasi fiskal adalah seberapa baik hal ini dapat membantu 

tercapainya tujuan-tujuan nasional, seperti untuk menegaskan kembali 

kontrol makro ekonomi dan untuk menjamin sumber-sumber yang cukup 

bagi pusat untuk tujuan-tujuan nasional misalnya pembangunan 

infrastruktur penting antar daerah.   

Dari berbagai pandangan tersebut, dalam penelitian ini 

keberhasilan desentralisasi fiskal ditinjau dari kacamata daerah, yakni 

seberapa besar kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap 

kapasitas keuangan daerah yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan tidak 

mengurangi aspek makro ekonomi yang dapat mengakibatkan 

ketimpangan antar daerah di Indonesia. 

Dalam penelitian ini, indikator derajat desentralisasi fiskal yang 

dianggap lebih relevan dan mudah dipahami adalah sebarapa besar tingkat 

kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya, 

besarnya persentase DAU dan Dana bagi hasil yang diterima masing-
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masing Kabupaten/Kota yang penggunaannya sesuai dengan aspirasi 

daerah.  Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai 

berikut : kewenangan dalam penetapan basis pajak dan retribusi, 

kewenangan dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, kewenangan dalam 

penetapan jenis pajak dan retribusi, kewenangan dalam penetapan program 

dan kewenangan dalam penetapan anggaran. 

 

2.3. Anggaran Daerah 

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas 

yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana 

yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-

rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai 

pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu 

rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu 

dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 

1997). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga dalam 

Nurul (2008) antara lain: 

a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam 

mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana 

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. 

b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang 

diharapakan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas 

realisasinya masa yang lalu. 
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c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan 

dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini 

merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah 

yang ada dan disepakati yang akan dilakasanakan selama setahun. 

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP dalam Kawendar, 

dkk 2008) sebagai berikut: 

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, 

transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan 

salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi 

mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

dari suatu kegiatan atau proyek. 

2. Disiplin anggaran 

Anggaran yang disusun perlu diklasifikasikan dengan jelas agar tidak 

terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan 

kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat 

efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Keadilan anggaran 

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat 

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. 
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4. Efisiensi dan efektifitas anggaran 

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat 

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, 

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan 

manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan 

efektifitas. 

5. Disusun dengan pendekatan kinerja 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya 

atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait. 

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan 

belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang 

diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat 

penting di dalam penyelenggaran pemerintahan (Arif, 2002). Adanya 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa 

penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber 

daya. 

Menurut Susanti (2008) bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana 

keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban 

dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas 
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untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, 

mengevalusi kinerja dan memotivasi bawahannya. 

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan 

penting dalam rangka meningkatakan pelayanan publik dan didalamnya 

tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-

sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan 

tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002). 

 

2.4. Belanja Modal 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang 

Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau 

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan 

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.  

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja 

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah 
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komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan 

untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan 

bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, 

misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Stine (2001) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya 

lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan 

publik.  

 

2.5. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan 

output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan 

ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. 

Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin 

tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain 

yaitu distribusi pendapatan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan 

berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: 

perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; 

membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun 

lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi 

lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009). 
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2.6. Produk Domestik Bruto 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro 

ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di 

suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, 

sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan 

berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.  

Hasil penelitian Valadkhani (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 

2009) yang dilakukan di Iran, menemukan bahwa belanja modal pemerintah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB, khususnya di 

sektor produksi barang. Sementara penelitian di negara-negara OECD 

diperoleh bukti empiris bahwa terjadi korelasi positif struktural antara belanja 

publik dengan PDB per kapita (Lamartina, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar 

Yahya, 2009). 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di 

Sumatra, Bambang Kesit Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa 

Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh 

hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.  

Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu 

DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. 
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Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja 

langsung.  

Penelitian dilakukan oleh Bambang Kesit Prakosa (2004) pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasil menunjukkan bahwa 

sandaran Pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode 

berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi 

untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk 

peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan 

indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pemerintah 

Pusat (salah satunya DAU).  

Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau 

Sumatra (Maemunah, 2006). Tujuan Penelitian ini untuk memberikan bukti 

empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah 

Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinya flypaper 

effect pada belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (3) 

kecenderungan flypaper effect menyebabkan peningkatan jumlah belanja 

daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan flypaper effect antara Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/kota 

yang PAD-nya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada 

kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik 

(belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum). Berdasarkan 
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tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima simpulan yang merupakan hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, besarnya nilai Dana Alokasi 

Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya belanja daerah 

(pengaruh positif). Kedua, telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah 

pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh flypaper effect 

dalam memprediksi belanja daerah periode kedepan. Keempat, tidak terdapat 

perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah 

maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. 

Kelima atau terakhir, tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah bidang 

Pendidikan, tetapi telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah bidang 

Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menguji 

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: PAD 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel DAU 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dan variable 

DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja 

modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka 

panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah 

pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak 

kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan 

memajukan pemerintah daerah.   
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2.8. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own source 

revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya 

Aziz et al; Blackley; Joulfaian & Mokeerjee; Legrensi & milas; Von 

Furstenberg et al, dalam Nuarisa, 2013). Hipotesis yang menyatakan 

bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi anggaran belanja 

pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis (Aziz et al; 

Doi; Von Furstenberg et al, dalam Nuarisa, 2013). Dalam hal ini 

pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam 

penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum 

perubahan pengeluaran. Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap 

BM Pemda kabupaten/kota di pulau Jawa adalah sebagai berikut: 

Ha1: Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. 

 

b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan 

dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an 

dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & 

Ho, dalam Nuarisa, 2013). Holtz-Eakin et al, dalam Nuarisa (2013) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari 

Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milas 

(dalam Nuarisa, 2013), menggunakan sampel municipalities di Italia, 
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menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer 

berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan 

bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek 

disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga 

memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. 

Gamkhar dan Oates (dalam Nuarisa, 2013) menyatakan bahwa 

pengurangan jumlah transfer (cut in the federal grants) menyebabkan 

penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal tersebut juga tidak berbeda 

dengan hasil penelitian Sukriy & Halim (2004). Berdasarkan konsep dan 

temuan-temuan tersebut di atas, maka hipotesis alternatif untuk melihat 

pengaruh DAU tahun berjalan (DAU) terhadap Belanja daerah tahun 

berjalan (BM) untuk Pemda kabupatan/kota di pulau Sumatera adalah 

sebagai berikut: 

Ha2: Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.  

 

c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya 

pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Ekploitasi PAD yang 

berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi 

disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro 

(Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan 

retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak 

adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan 
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kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 

2003). Wurzel (dalam Nuarisa, 2013) menegaskan meskipun mempunyai 

kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini 

perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam 

penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar 

pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang 

memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru 

direspon negatif (Mardiasmo, 2002). 

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan 

manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka 

pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. 

Alsan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan 

masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan 

kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002).  

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk 

pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan 

pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) 

memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu 

(2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi 

modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka 

menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi 

pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran 
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pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi 

disparitas regional (Madjidi, 1997). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha3: Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

 

d. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan 

lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar 

kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). 

Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada 

tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), 

dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun 

demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan 

transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %. 

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup 

signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk 

pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. 

Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing 

pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum 

optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali 

potensi lokal yang dimiliki. 
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Peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan 

ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif 

mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini 

seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan 

ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar 

mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. 

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak 

dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan 

kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan 

ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor imdustri ini (Kadjatmiko 

dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik 

dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD 

(pajakdan restribusi) yang akan diterima. 

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. 

Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas 

(2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) 

yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan 

dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan 

propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi 

perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih 

banyak keluar dari daerah tersebut. 
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Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, 

mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi 

berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai 

contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai 

kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang 

signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, dalam Saragih, 

2003). Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah : 

Ha4: Terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

 

e. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka 

terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU pada 

umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Berdasarkan 

penelitian Setiyawati (2007) memperoleh pengujian bahwa DAU 

menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah : 

Ha5: Terdapat pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

 

2.9. Kerangka Penelitian 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota 

Provinsi Wilayah Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, 85 Kabupaten dan 34 

Kota. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan 

beberapa kriteria sebagai berikut :  

a. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan 

kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 

hingga 2012. 

b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan 

alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD 

kuartalan Tahun 2008 hingga 2012 kepada situs Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 119 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Wilayah Pulau Jawa.  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Wilayah Pulau Jawa yang diperoleh dari Situs Dirjen 
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Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan 

Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah pertumbuhan ekonomi, 

alokasi Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan 

menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu 

sebanyak Kabupaten/Kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa. 

 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional   

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan 

berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan 

memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; 

pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong 

investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan 

biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di 

sektor pertanian.  
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3.4.2. Belanja Modal   

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 

dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 

pemerintah.  

3.4.3. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain 

Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini 

dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi 

Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 

sampai dengan 2009. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yaitu: 

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah   

3.4.4. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum 

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi 

ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) 
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diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.  

 

3.5. Metode Analisis  

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang merinci dan menjelaskan 

keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Analisis deskriptif 

bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami 

dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Data yang terkumpul dalam 

penelitian akuntansi, biasanya memiliki nilai yang beragam sehingga akan 

sulit dan kurang bermakna bila harus mengartikan tiap nilai yang 

diperoleh. Sebagai alternatif maka digunakan suatu nilai yang cenderung 

merupakan nilai sentral yang mewakili semua data. Data tersebut biasanya 

tercantum dalam bentuk tabel dan kemudian di analisis.  

 

b. Analisis Induktif 

Structural Equation Model (SEM) 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Stuctural 

Equation Model (SEM). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis 

struktural adalah AMOS 7 dari Arbuckle dan untuk analisis deskriptif 

menggunakan SPSS 17. Menurut Hair et al. (1998:592) terdapat tujuh 

langkah yang harus dilakukan dalam pemodelan SEM, yaitu: 

a) Pengembangan Model Berbasis Teori.  
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b) Pembuatan Diagram Alur (Path Diagram).  

c) Mengkonversi Diagram Alur ke Dalam Serangkaian Persamaan 

Struktural.  

d) Pemilihan Matrik Input dan Teknik Estimasi atas Model yang Dibangun  

e) Menilai Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi.  

f) Evaluasi Kriteria Goodness of Fit. 

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah 

terhadap berbagai kriteria goodness-of-fit. Untuk itu tindakan pertama 

yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat 

memenuhi asumsi-asumsi SEM. Apabila asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka 

model dapat diuji. 

Menurut Ghozali (2006), asumsi-asumsi yang harus dipenuhi 

dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan 

pemodelan SEM adalah: 

1) Normalitas dan Linearitas 

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas 

dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk pemodelan 

SEM.  

2) Outliers (Nilai-nilai ekstrim) 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik 

secara univariat maupun multivariat. Observasi tersebut muncul karena 

kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh 

berbeda dari observasi lainnya.  
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3) Multicolinearity dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians. 

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil (extremely small) 

memberi indikasi adanya masalah multikolinearitas atau singularitas. 

Penanganan data yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan 

variabel yang menyebabkan singularitas tersebut. Bila singularitas dan 

multikolinearitas ditemukan dalam data yang dikeluarkan itu, salah satu 

treatment yang dapat diambil adalah dengan menciptakan “composite 

variables”, untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.  

4) Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur 

atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terhadap berbagai 

jenis fit index yang digunakan untuk mengukur derajad kesesuaian 

antara model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan. 

Kriteria untuk menerima suatu model (data fit) sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 3.1 

Kriteria Penerimaan Suatu Model 

Goodness Of Fit 

Index 

Cut of Value 

X
2
-Chi-square Kecil 

Probability > 0,05 

RMSEA < 0,08 

GFI > 0,90 

AGFI > 0,90 

CMIN/DF < 2,00 

TLI > 0,95 

CFI > 0,95 

Sumber: Ghozali, 2006   
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1. Deskripsi Data Penelitian 

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus 

terlebih dahulu memperhatikan deskripsi data Kabupaten/Kota yang telah 

ditentukan sebagai sampel. Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel 

penelitian adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) sampel. 

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota 

Provinsi di Jawa, yaitu sebanyak 119 kabupaten dan kota di Jawa. Adapun 

Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 

kabupaten dan kota, hal ini dikarenakan banyak kabupaten dan kota yang 

memiliki data yang tidak lengkap, sehingga diindikasikan mengandung 

outlier. Sampel dengan runtut waktu sebanyak 130 data observasi yaitu dari 

tahun 2008-2012, adapun nama kabupaten dan kota yang menjadi sampel 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Nama Kabupaten/Kota Sampel 
 

No. Daerah 

1 Kabupaten Bandung 

2 Kabupaten Bekasi 

3 Kabupaten Bogor 

4 Kabupaten Subang 

5 Kabupaten Sukabumi 

6 Kota Bandung 

7 Kota Tasikmalaya 

8 Kabupaten Blora 
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9 Kabupaten Brebes 

10 Kabupaten Jepara 

11 Kabupaten Kebumen 

12 Kabupaten Magelang 

13 Kabupaten Pati 

14 Kabupaten Purworejo 

15 Kabupaten Rembang 

16 Kabupaten Tegal 

17 Kota Salatiga 

18 Kota Semarang 

19 Kabupaten Bantul 

20 Kabupaten Lamongan 

21 Kabupaten Mojokerto 

22 Kabupaten Nganjuk 

23 Kabupaten Pamekasan 

24 Kabupaten Ponorogo 

25 Kabupaten Trenggalek 

26 Kota Blitar 

Sumber: BPS Yogyakarta, 2013  

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa kabupaten /kota yang 

menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 kabupaten dan kota dari 

sebanyak 119 kabupaten dan kota yang ada di Jawa, hal ini dikarenakan 

banyak kabupaten dan kota yang memiliki data yang tidak lengkap, sehingga 

diindikasikan mengandung outlier. Sampel dengan runtut waktu dari tahun 

2008 - 2012 yaitu sebanyak 130 data observasi.    

 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Analisis Structural Equation Models (SEM)  

Berdasarkan kajian teori, maka dapat dibuat diagram alur 

hubungan kausalitas antar konstruk beserta indikatornya. Hubungan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:  
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Gambar 4.1 

Hasil Rangkaian Alur  SEM 

Gambar 4.1 di atas memperlihatkan rangkaian alur yang dianalisis 

dengan bantuan program komputer Amos 7, sehingga dapat dijelaskan bentuk 

dari persamaan strukturalnya. 

 

4.2.2. Persamaan Struktural dan Measurement Model  

Persamaan struktural dari model diagram alur pada gambar 4.1. dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

BM = β1 PAD + Z1  

BM = β1 DAU + Z2  

PDRB = β1 BM +Z3  

PDRB = β1 PAD + β2 DAU + β3 BM +Z4  

Keterangan: 

BM: Belanja Modal  

PAD : Pendapatan Asli Daerah  

DAU : Dana Alokasi Umum  

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuahan Ekonomi)  

PAD

DAU

BM PDRB

0,

p1
1

0,

p2
1



 

69 

 

Sedangkan spesifikasi dari model pengukuran, persamaannya dapat disusun 

sebagai berikut:  

• Konstruk Eksogen Belanja Modal  

X1 = λ1BM + e1  

X2 = λ1BM + e2  

• Konstruk Endogen Belanja Modal  

Y1 = γ1BM + e3  

• Konstruk Endogen Pertumbuhan Ekonomi  

Y3 = γ2PDRB + e4  

Setelah pembentukan persamaan struktural, berikutnya dilakukan 

measurement model. Hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2. 

 

 
 

Gambar 4.2 

Hasil Analisis  SEM 

Gambar 4.2 di atas memperlihat hasil analisis dari SEM yang 

membentuk persamaan struktural dan measurement model.  
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4.2.3. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit  

Evaluasi kriteria goodness of fit terhadap model yang dihasilkan 

secara lengkap dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Evaluasi Normalitas Data 

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan kriteria critical 

ratio skewness value sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). 

Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai critical ratio skewness 

value di bawah nilai mutlak 2,58 (Ferdinand, 2000:134; Ghozali, 

2004:105).  

Tabel 4.2 

Assessment of Normality 

Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

PAD 2.000 4.000 .154 .627 -.464 -.947 

DAU 1.625 3.875 -.276 -1.147 .202 .413 

BM 1.750 4.000 -.194 -.791 -.168 -.344 

PDRB 1.571 4.000 -.148 -.606 -.350 -.714 

Multivariate  
    

-1.179 -.602 

Sumber: Data Diolah, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.2, 

diketahui bahwa nilai critical ratio skewness value dari semua variabel 

berada di bawah ± 2,58. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

dari semua variabel berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan 

analisis untuk pengujian berikutnya. 
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b. Evaluasi Outlier 

Evaluasi outlier dilakukan untuk melihat kondisi observasi dari 

suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda 

jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrim, 

baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi 

(Hair et al. dalam Ghozali, 2004:106). Deteksi outlier dilakukan untuk 

melihat univariate outlier maupun multivariate outlier. Univariate 

outlier dideteksi dengan menggunakan dasar nilai z-score. Jika nilai z-

score ≥ 3,0 maka data observasi tersebut ada yang outlier (Ferdinand, 

2000:134). Hasil perhitungan z-score dapat ditunjukkan pada tabel 4.3. 

dimana tidak ada yang memiliki nilai z-score ≥ 3,0. Oleh karena itu, hal 

ini berarti tidak ada masalah univariate outlier pada data penelitian ini. 

Tabel 4.3 

Nilai Z-Score 
        

  N Minimum Maximum 

Z Score PAD 130       -0,49866        0,40825 

Z Score DAU 130       -0.07792        0,40825 

Z Score BM  130       -0,35841      -2,04124 

Z Score PDRB 130        0,50645        0,40825 

Valid N (listwise) 212     

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Sedangkan untuk mendeteksi multivariate outlier dilakukan dengan 

melihat nilai mahalanobis distance. Nilai mahalanobis distance 

dibandingkan dengan nilai chi-square pada tingkat signifikansi 0,001. 

Apabila terdapat nilai mahalanobis distance yang lebih besar dari nilai 

chi-square, berarti terjadi masalah multivariate outlier (Ferdinand, 

2000:135; Ghozali, 2004:106). Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 
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penelitian ini nilai chi-square dengan tingkat signifikansi 0,001 dan 

degree of freedom 3 atau χ2 (6,0.001) diperoleh nilai sebesar 18,805. 

 

Tabel 4.4 

Nilai Mahalanobis Distance 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

19 16.757 .005 .259 

112 11.997 .017 .884 

2 10.986 .027 .924 

23 10.932 .027 .833 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.4, hasil perhitungan 

mahalanobis distance penelitian ini paling besar adalah 16.757, dan nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai chi-square 18,805. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan 

multivariate outlier. Dengan tidak adanya masalah univariate outlier dan 

multivariate outlier, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut layak 

untuk digunakan dalam penelitian ini.  

 

c. Evaluasi Multicollinearity dan Singularity 

Permasalahan multicollinearity dan singularity dapat dideteksi 

melalui nilai determinan matriks kovarian. Nilai determinan yang sangat 

kecil menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multicollinearity dan 

singularity (Ghozali, 2004:109). Semakin besar nilai matriks kovarian, 

berarti data semakin baik. Dalam penelitian ini, nilai determinan matriks 
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kovarian sebesar 1,398. Nilai tersebut menunjukkan nilai determinan 

matriks kovarian yang besar, sehingga data yang digunakan adalah baik. 

 

d. Evaluasi Indeks Kriteria Goodness of Fit 

Hasil perhitungan model SEM menghasilkan indeks goodness of fit 

sebagaimana ditunjukkan tabel 4.5.  

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Goodness of Fit 

Kriteria Hasil Model Nilai Kritis Kesimpulan 

X
2
-Chi-square 5,580 Kecil Baik 

Probability 0,479 > 0,05 Baik 

RMSEA 0,027 < 0,08 Baik 

GFI 0,965 > 0,90 Baik 

AGFI 0,946 > 0,90 Baik 

CMIN/DF 0,930 < 2,00 Baik 

TLI 1,590 > 0,95 Baik 

CFI 1,735 > 0,95 Baik 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa semua kriteria pengujian 

menunjukkan hasil yang baik. Pengujian model yang dilakukan 

menghasilkan konfirmasi yang baik atas dimensi-dimensi faktor dan 

hubungan kausalitas antar faktor. Dengan demikian maka model tersebut 

dapat diterima. 

 

e. Evaluasi Regression Weight untuk Uji Kausalitas 

Hasil perhitungan estimasi nilai parameter sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Estimasi Parameter 

 

   
Estimate S.E. C.R. P 

BM <--- PAD .777 .138 5.646 .000 

BM <--- DAU .442 .066 3.645 .019 

PDRB <--- PAD .106 .010 10.248 .000 

PDRB <--- DAU .009 .004 2.262 .024 

PDRB <--- BM .005 .009 .559 .576 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai critical ratio (CR) 

yang identik dengan uji-t dalam regresi, tidak ada yang sama dengan nol. 

Hal itu berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan koefisien regresi 

antar hubungan kausalitas adalah sama dengan nol dapat ditolak. Dengan 

demikian maka hubungan kausalitas yang disajikan dalam model dapat 

diterima. 

 

f. Analisis Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect 

Analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh antar 

konstruk, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun 

pengaruh totalnya. Menurut Ferdinand (2000:139) pengaruh langsung 

(direct effect) merupakan koefisien dari semua garis dengan anak panah 

satu ujung. Sedangkan pengaruh tidak langsung (indirect effect) adalah 

pengaruh yang muncul melalui sebuah variabel antara dan pengaruh total 

(total effect) adalah pengaruh dari berbagai hubungan. Pengaruh langsung 

dari model penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel 4.7. 

 



 

75 

 

Tabel 4.7 

Standardized direct effects – Estimates 

 
DAU PAD BM 

BM .080 .703 .000 

PDRB -.192 1.057 -.053 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang memiliki 

pengaruh langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu PAD, 

DAU, dan BM. Dua variabel terhadap BM, yaitu PAD dan DAU. Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh 

langsung terbesar terhadap variabel PDRB adalah variabel Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar 1,057 dan variabel yang memiliki 

pengaruh langsung terbesar terhadap variabel Belanja Modal (BM) yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,703.  

Dalam model penelitian ini juga diukur pengaruh tidak langsung 

antar variabel, yaitu terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yaitu variabel PAD dan 

DAU, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8.  

Tabel 4.8 

Standardized indirect effects – Estimates 

 
DAU PAD BM 

BM .000 .000 .000 

PDRB .214 1.375 .000 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Dari pengukuran tersebut, diketahui bahwa ada 2 variabel yang 

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 
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PAD dan DAU. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang 

memiliki pengaruh tidak langsung terbesar terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi adalah variabel penapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar 1,375. 

Oleh karena adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung antar variabel dalam model penelitian ini, maka perlu diukur 

pengaruh totalnya. Hasil pengukuran pengaruh total antar variabel 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Standardized Total Effects – Estimates 

 
DAU PAD BM 

BM .080 .703 .000 

PDRB .022 2.432 -.053 

Sumber : Data Diolah, 2014  

 

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa variabel 

yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar 

2,432. Sedangkan pengaruh total terbesar terhadap belanja modal adalah 

variabel pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 0,703. 

 

4.3. Pengaruh tidak langsung PAD dan DAU terhadap PDRB Melalui BM 

Pengaruh variabel PAD secara langsung terhadap PDRB 

mempunyai bobot sebesar 1,057. Sedangkan besarnya pengaruh tidak 

langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 1,375. Pengaruh variabel 

DAU secara langsung terhadap PDRB mempunyai bobot sebesar -0,192. 

Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung DAU terhadap PDRB melalui 
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BM sebesar 0,214. Dengan demikian, adanya variabel belanja modal sebagai 

variabel intervening menguatkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas 

berbagai macam hubungan yang dikembangkan dalam model penelitian. 

Model ini menunjukkan pola hubungan yang relatif komprehensif antar 

berbagai variabel penelitian, baik dalam konteks hubungan langsung (direct 

effect) maupun hubungan tidak langsung (indirect effect). Analisis regresi 

dalam model ini ditentukan dengan critical ratio-nya (C.R.) hipotesis akan 

diterima bila nilai C.R. lebih dari Nilai kritik sebesar 1,96 (Hair dkk, 1998) 

pada taraf signifikansi 5%. Gambaran lengkap hasil penghitungan tampak 

pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis 

   
Estimate S.E. C.R. P  

BM <--- PAD .777 .138 5.646 .000 Ha1: Diterima 

BM <--- DAU .442 .066 3.645 .019 Ha2: Diterima 

PDRB <--- BM .005 .009 .559 .576 Ha3: Ditolak 

PDRB <--- PAD .106 .010 10.248 .000 Ha4: Diterima 

PDRB <--- DAU .009 .004 2.262 .024 Ha5: Diterima 

Sumber : Data Diolah, 2014  
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai Critical Ratio (CR) = 5,646 

dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 < 0.05. Dengan demikian maka Ha 

diterima. Artinya PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM. 

Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X1 X2 dan Y) diperoleh 

nilai masing-masing:  

 1) PYx1 = Beta = 0.777 [ t = 5,646 dan probabilitas (sig) = 0.000  

 2) PYx2 = Beta = 0.106 [ t = 10,248 dan probabilitas (sig) = 0.000  

 Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin baik PAD maka 

BM juga akan semakin tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Darwanto dan Yulia (2007) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh 

positif terhadap belanja modal dalam APBD. Temuan ini juga 

mengkonfirmasi hasil penelitian Maimunah (2006) bahwa PAD 

berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah pada 

kabupaten/kota di pulau Sumatera dan penelitian Abdullah dan Halim 

(2003) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah pada 

kabupaten/kota di Jawa dan Bali.. 

 

b. Hipotesis 2 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai Critical Ratio (CR) = 3,645 

dengan nilai probabilitas (sig) = 0.019 < 0.05. Dengan demikian maka Ha 

diterima. Artinya DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM. 
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Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X1 X2 dan Y) diperoleh 

nilai masing-masing:  

 1) PYx1 = Beta = 0,442 [ t = 3,645 dan probabilitas (sig) = 0.019  

 2) PYx2 = Beta = 0,009 [ t = 2.262 dan probabilitas (sig) = 0.024  

Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin baik DAU maka 

BM juga akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Darwanto dan Yulia (2007) sebelumnya yang menyebutkan 

bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada 

kabupaten/kota di pulau Jawa. Sementara penelitian Abdullah dan Halim 

yang mengambil variabel belanja pemerintah sebagai variabel independen 

menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah 

di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.  

 

c. Hipotesis 3 

Berdasarkan nilai C.R. BM terhadap PDRB sebesar 0,559 dengan 

Pvalue sebesar 0,576 dimana lebih besar dari 0,05 atau Pvalue (0,576) > α 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 3 dapat ditolak. 

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dikemukakan 

oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) bahwa belanja pembangunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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d. Hipotesis 4 

Berdasarkan nilai C.R. PAD terhadap PDRB adalah 10,248 dengan 

Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue (0,000) < α 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 4 dapat diterima.  

Temuan ini sejalan dengan penelitian Brata (2004) yang 

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan 

ekonomi di daerah. Hal ini juga mendukung pernyataan BAPENAS 

(2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya 

sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan 

ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB dan Pendapatan Per Kapita.  

 

e. Hipotesis 5 

Berdasarkan nilai C.R DAU terhadap PDRB sebesar 2,262 dengan 

Pvalue sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue (0,024) < α 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 5 dapat diterima.  

Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Maryati 

dan Endrawati (2010) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh 

signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 
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4.5. Pembahasan 

a. Hipotesis I dan IV 

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui 

bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap BM dan PDRB. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan 

kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal 

dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah 

akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan 

masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan 

Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli 

daearah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula 

kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan 

kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. PAD 

adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja 
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daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, 

mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. 

 

b. Hipotesis II dan V 

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui 

bahwa terdapat pengaruh positif DAU terhadap BM dan pengaruh positif 

DAU terhadap PDRB, hal ini dapat dijelaskan bahwa dana Alokasi 

Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa 

adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada 

Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Berkaitan dengan perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi 

adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam 

APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah 

daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain 

yang tidak penting. 

Studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam 

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam 

jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap anggaran belanja modal 

dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam 
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pengeluaran anggaran belanja modal. Pada riset ini, pengaruh positif 

DAU terhadap anggaran belanja modal disebabkan oleh porsi DAU yang 

dikucurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa pada tahun 

2005 besarnya 5.6% dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 

2006 besarnya DAU sebesar 5.9% dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. 

Pada tahun 2007 besarnya DAU yang diakokasikan sebesar 6% dari total 

DAU yang dikucurkan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan 

perkembangan DAU yang terus meningkat untuk Kabupaten/Kota di 

Pulau Jawa (www.depkeu.djpk.go.id). 

 

c. Hipotesis III 

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui 

bahwa tidak terdapat pengaruh BM terhadap PDRB, hal ini dapat 

dijelaskan bahwa variabel anggaran belanja modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang diproksikan oleh PDRB tidak berpengaruh signifikan pada 

Kabupaten Kota di pulau Jawa. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang 

dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi 

tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini 

disebabkan oleh perkembangan data anggaran belanja modal mengalami 

penurunan, tetapi sebaliknya PE_PDRB justru mengalami peningkatan. 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran 

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan 
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prasarana, baik untuk kelancaran pelaksaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama 

ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif 

kurang produktif. 

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal 

hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk 

melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya 

lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah 

untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiscal pemerintah daerah antara satu 

dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada 

gilirannnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam 

pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak 

yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong 

daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal 

untuk kepentingan pelayanan publik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh PAD terhadap BM Kabupaten dan kota di pulau Jawa adalah 

nilai Critical Ratio (CR) = 5,646 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 < 

0.05. Dengan demikian maka Ha diterima. Artinya PAD berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap BM. Dengan demikian Hipotesis 1 dapat 

diterima.  

2. Nilai C.R. untuk pengaruh DAU terhadap BM adalah sebesar 43,645 

dengan nilai probabilitas (sig) = 0.019 < 0.05. Dengan demikian maka Ha 

diterima. Artinya DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

BM. Dengan demikian Hipotesis 2 dapat diterima.  

3. Nilai C.R. untuk pengaruh BM terhadap PDRB adalah sebesar 0,559 

dengan Pvalue sebesar 0,576 dimana lebih besar dari 0,05 atau Pvalue 

(0,576) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 3 

dapat ditolak.  

4. Nilai C.R. untuk pengaruh PAD terhadap PDRB adalah sebesar 10,248 

dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue 

(0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 4 dapat 

diterima.  

5. Nilai C.R. untuk pengaruh DAU terhadap PDRB adalah sebesar 2,262 

dengan Pvalue sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue 

(0,024) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 5 dapat 

diterima.  

 

5.2. Keterbatasan 

1. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisirkan terhadap 

kabupaten/kota di pulau lain dikarenakan pengambilan sampel 

kabupaten/kota pulau Jawa yang mempunyai beberapa kekhususan 

dalam hal pembiayaan pembangunan selama rentang waktu penelitian, 

yaitu adanya dana rehabilitasi dan rekonstruksi dipulau Jawa pasca 

bencana alam. Disamping itu banyaknya daerah pemekaran baru yang 

tidak ikut di teliti karena tidak memiliki data yang disyaratkan. 

2.  Pendeknya rentang waktu penelitian, yaitu dari tahun 2008 – 2012 

diduga turut mempengaruhi hasil penelitian, karena umumnya 

pertumbuhan ekonomi atau peningkatannya akan lebih terlihat dalam 

rentang waktu beberapa tahun. Terlebih lagi angka PDRB untuk tahun 

2012 adalah angka PDRB sementara.  
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3. Dalam hal variabel penelitian, hanya tiga varibael yang diteliti yang 

diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PAD, DAU 

dan belanja modal.  

 

5.3. Saran  

Dengan melihat hasil penelitian serta keterbatasan-keterbatasan 

dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:  

1. Kepada pemerintah daerah provinsi agar membuat regulasi atau 

Peraturan Gubernur terkait dengan penganggaran belanja modal yang 

bersumber dari otonomi khusus (otsus) dan melakukan serah terima 

aset tetap dari kabupaten/kota yang sudah dibangun di daerah tersebut. 

2. Kepada pemerintah kabupaten/kota provinsi di pulau Jawa:  

a. Supaya lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena 

peningkatan PAD secara langsung sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

b. Supaya memprioritaskan alokasi DAU dan belanja modal pada 

bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan 

publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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3. Kepada peneliti yang selanjutnya :   

a. Untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu 

lebih lama dan menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti 

bagi hasil migas dan DAK. 

b. Menghitung terlebih dahulu berapa alokasi DAU yang bisa 

dialokasikan untuk belanja modal.  
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Summary 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 130 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1)  

 

 

 

PAD

DAU

BM PDRB

0,

p1
1

0,

p2
1

117668310000.00, 10335393000000000000000.00

PAD

614708380000.00, 45366522000000000000000.00

DAU

73538818000.00

BM

5787011300.00

PDRB

.78

.04

.11

-.01

14891770000000000000000.00
.00

0, 5321278200000000000000.00

p1
1

0, 20367661000000000000.00

p2
1
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Observed, endogenous variables 

BM 

PDRB 

Observed, exogenous variables 

PAD 

DAU 

Unobserved, exogenous variables 

p1 

p2 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 6 

Number of observed variables: 4 

Number of unobserved variables: 2 

Number of exogenous variables: 4 

Number of endogenous variables: 2 

 

 

Parameter summary (Group number 1) 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 2 0 0 0 0 2 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 5 1 4 2 2 14 

Total 7 1 4 2 2 16 

 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

PAD 2.000 4.000 .154 .627 -.464 -.947 

DAU 1.625 3.875 -.276 -1.147 .202 .413 

BM 1.750 4.000 -.194 -.791 -.168 -.344 

PDRB 1.571 4.000 -.148 -.606 -.350 -.714 

Multivariate  
    

-1.179 -.602 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

19 16.757 .005 .259 

112 11.997 .017 .884 

2 10.986 .027 .924 

23 10.932 .027 .833 

29 10.753 .029 .751 

9 10.261 .036 .783 

91 10.107 .039 .715 

109 10.069 .039 .595 

126 10.030 .040 .473 

108 8.963 .062 .852 

110 8.875 .064 .807 

20 8.744 .068 .780 

1 8.270 .082 .895 

28 8.183 .085 .871 

101 8.072 .089 .855 

130 8.042 .090 .804 

68 7.990 .092 .756 

75 7.874 .096 .746 

102 7.804 .099 .709 

129 7.687 .104 .706 

11 7.680 .104 .627 

107 7.642 .106 .568 

104 7.609 .107 .504 

119 7.561 .109 .455 

99 7.225 .124 .644 

113 7.085 .131 .678 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

6 7.050 .133 .630 

120 7.021 .135 .576 

111 6.930 .140 .578 

3 6.885 .142 .540 

90 6.877 .143 .468 

125 6.864 .143 .404 

64 6.819 .146 .370 

80 6.775 .148 .337 

69 6.756 .149 .287 

81 6.637 .156 .322 

18 6.618 .158 .274 

41 6.407 .171 .398 

118 6.244 .182 .493 

30 6.244 .182 .423 

5 6.221 .183 .378 

45 6.134 .189 .400 

16 6.111 .191 .357 

128 6.045 .196 .359 

116 5.983 .200 .359 

115 5.965 .202 .316 

122 5.931 .204 .290 

24 5.887 .208 .275 

76 5.860 .210 .246 

10 5.802 .214 .247 

62 5.743 .219 .248 

25 5.731 .220 .210 

37 5.731 .220 .167 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

27 5.676 .225 .167 

15 5.505 .239 .269 

86 5.454 .244 .268 

66 5.422 .247 .249 

50 5.410 .248 .213 

121 5.382 .250 .194 

106 5.357 .253 .173 

123 5.302 .258 .178 

92 5.289 .259 .150 

22 5.234 .264 .155 

78 5.174 .270 .165 

26 5.137 .274 .158 

94 5.126 .275 .132 

65 5.110 .276 .112 

73 5.080 .279 .102 

98 5.025 .285 .109 

38 4.999 .287 .098 

8 4.974 .290 .087 

34 4.936 .294 .084 

103 4.902 .298 .080 

56 4.823 .306 .100 

97 4.819 .306 .079 

55 4.663 .324 .156 

40 4.635 .327 .146 

36 4.591 .332 .149 

114 4.421 .352 .287 

117 4.406 .354 .258 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

32 4.322 .364 .317 

13 4.307 .366 .287 

17 4.223 .377 .352 

33 4.166 .384 .383 

46 4.157 .385 .343 

39 4.122 .390 .341 

74 4.081 .395 .350 

35 4.057 .398 .333 

4 4.035 .401 .314 

12 4.016 .404 .293 

82 3.936 .415 .359 

63 3.929 .416 .319 

21 3.840 .428 .402 

95 3.802 .433 .411 

124 3.802 .433 .358 

14 3.689 .450 .490 

93 3.636 .458 .527 

51 3.568 .468 .589 

7 3.484 .480 .675 

127 3.444 .486 .691 

 

Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 
PAD DAU BM PDRB 

PAD .242 
   

DAU .038 .243 
  

BM .066 .080 .195 
 

PDRB .070 .167 .098 .288 
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Condition number = 3.991 

 

Eigenvalues 

.881 .226 .160 .131 

Determinant of sample covariance matrix = 1.398 

Sample Correlations (Group number 1) 

 
PAD DAU BM PDRB 

PAD 1.000 
   

DAU .155 1.000 
  

BM .306 .367 1.000 
 

PDRB .265 .631 .413 1.000 

Condition number = 4.144 

 

Eigenvalues 

3.009 .961 .821 .625 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 11 

Number of distinct parameters to be estimated: 7 

Degrees of freedom (11 - 7): 4 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 5.580 

Degrees of freedom = 6 

Probability level = .479 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BM <--- PAD .777 .138 5.646 *** par_1 

BM <--- DAU .442 .066 3.645 .019 par_2 

PDRB <--- PAD .106 .010 10.248 *** par_3 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

PDRB <--- DAU .009 .004 2.262 .024 par_4 

PDRB <--- BM .005 .009 .559 .576 par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)  

 

   
Estimate 

BM <--- PAD .703 

BM <--- DAU .080 

PDRB <--- PAD 1.057 

PDRB <--- DAU -.192 

PDRB <--- BM -.053 

Means: (Group number 1 - Default model)  

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

PAD 
  

117668307203.400 10306318963.270 11.417 *** par_7 

DAU 
  

614708381836.386 27289171694.121 22.526 *** par_8 

Intercepts: (Group number 1 - Default model)  

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BM 
  

73538817821.638 33104276346.186 2.221 .026 par_9 

PDRB 
  

5787011296.077 2125768046.804 2.722 .006 par_10 

Covariances: (Group number 1 - Default model)  

 

   
Estimate S.E. 

C.R

. 
P 

Lab

el 

PA

D 

<--

> 

DA

U 

14891769759025500000000

.000 

3347871992663610000000

.000 
4.448 

**

* 
par_6 

Correlations: (Group number 1 - Default model)  

 

   
Estimate 

PAD <--> DAU .688 

Variances: (Group number 1 - Default model)  
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Estimate S.E. C.R. P Label 

PAD 
  

10335393326670900000000.000 1618025043251720000000.000 6.388 *** par_11 

DAU 
  

45366522104315900000000.000 8755612352011980000000.000 5.181 *** par_12 

p1 
  

5321278206164240000000.000 1047625182715890000000.000 5.079 *** par_13 

p2 
  

20367661444602000000.000 3963560225904420000.000 5.139 *** par_14 

Matrices (Group number 1 - Default model)  

 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

DA

U 

453665221043159

00000000.000    

PA

D 

148917697590255

00000000.000 

103353933266709

00000000.000   

BM 
134856297773838

00000000.000 

865675149065602

0000000.000 

126149066196684

00000000.000  

PD

RB 

109730742100956

0000000.000 

917731984991450

000000.000 

733531592988537

000000.000 

10409855529149

7000000.000 

 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

DAU 1.000 
   

PAD .688 1.000 
  

BM .564 .758 1.000 
 

PDRB .505 .885 .640 1.000 

 

Implied (for all variables) Means (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

 
614708381836.386 117668307203.400 190947814460.874 11692014023.080 
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Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

DA

U 

453665221043159

00000000.000    

PA

D 

148917697590255

00000000.000 

103353933266709

00000000.000   

BM 
134856297773838

00000000.000 

865675149065602

0000000.000 

126149066196684

00000000.000  

PD

RB 

109730742100956

0000000.000 

917731984991450

000000.000 

733531592988537

000000.000 

10409855529149

7000000.000 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

DAU 1.000 
   

PAD .688 1.000 
  

BM .564 .758 1.000 
 

PDRB .505 .885 .640 1.000 

Implied Means (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM PDRB 

 
614708381836.386 117668307203.400 190947814460.874 11692014023.080 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .042 .777 .000 

PDRB .005 .591 -.005 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .080 .703 .000 

PDRB .022 2.432 -.053 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .042 .777 .000 

PDRB -.009 .106 -.005 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .080 .703 .000 

PDRB -.192 1.057 -.053 

 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .000 .000 .000 

PDRB .014 .485 .000 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
DAU PAD BM 

BM .000 .000 .000 

PDRB .214 1.375 .000 

 

Minimization History (Default model) 

Iteratio

n  

Negative 

eigenvalue

s 

Conditio

n # 

Smallest 

eigenvalu

e 

Diameter F 
NTrie

s 
Ratio 

0 e 3 
 

-.234 
9999.00

0 

167.49

2 
0 

9999.00

0 

1 e 1 
 

-.119 .696 82.229 19 .735 

2 e 1 
 

-.050 .580 39.022 5 .747 

3 e 0 335.987 
 

.462 10.756 5 .936 

4 e 0 395.961 
 

.404 1.419 2 .000 

5 e 0 576.050 
 

.217 .050 1 1.099 

6 e 0 657.676 
 

.062 .000 1 1.039 

7 e 0 657.637 
 

.005 .000 1 1.003 

8 e 0 657.592 
 

.000 .000 1 1.000 
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Pairwise Parameter Comparisons (Default model) 

Variance-covariance Matrix of Estimates (Default model) 
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Correlations of Estimates (Default model) 
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Critical Ratios for Differences between Parameters (Default model) 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 7 5.580 6 .479 .930 

Saturated model 11 .000 0 
  

Independence model 4 8.213 15 .318 .548 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .076 .965 .946 1.220 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .102 1.531 1.343 1.379 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .706 .265 .721 1.590 1.735 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .400 .282 .285 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 77.580 51.682 110.923 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 269.213 218.155 327.705 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .844 .784 .522 1.120 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 2.871 2.719 2.204 3.310 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .027 .295 .432 .000 

Independence model .042 .383 .470 .000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 113.580 115.862 152.657 167.657 

Saturated model 42.000 45.196 96.709 117.709 

Independence model 296.213 297.126 311.844 317.844 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.147 .886 1.484 1.170 

Saturated model .424 .424 .424 .457 

Independence model 2.992 2.476 3.583 3.001 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 15 20 

Independence model 9 11 

 

Execution time summary 

Minimization: .032 

Miscellaneous: .124 

Bootstrap: .000 

Total: .156 

 

 

Sumber : Data Diolah dengan menggunakan SPSS.17 dan AMOS.7  - 2014 
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